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ABSTRAK

Dewi Anjani, Abdul Kadir Adys dan Ansyari Mone. Implementasi Peraturan
Daerah Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pajak Restoran Di Kabupaten Luwu

siodmplementasi kebijakan
uatu  kebijakan atau
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Van Meter dan Van Hom dalam Budi Winamo (2005:102) mengartikan
implementasi kebijakan publik scbagai :
“ Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi publik yang diorientasikan
untuk meraih tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan
sebelumnya. Aktivitas-aktivitas yang dimaksud mencakup upaya-upaya untuk
mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam
batas waktu tertentu maupun dalam rangka meneruskan usaha-usaha untuk

1




mencapal perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-
keputusan kebijakan™.

Implementasi kebijakan adalah bagian yang bersifat praktis dan berbeda
dengan formulasi kebijakan sebagai
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perundang-undangan yang termuat dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia dewasa ini istilah pajak tidak asing lagi didengar olch
masyarakat, karena pajak ini diadakan demi membangun atau mendukung
sebuah kemajuan kota. Contohnya untuk pembangunan jalan raya, pembangunan
gedung rumah sakit, gedung sckolah, pembangunan pasar, serta pembangunan
jembatan, dil.




Pajak dacrah yaitu iuran wajib yang dipungut oleh dacrah kepada orang
pribadi atau badan tanpa imbalan langsung, yang bisa dipaksakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan, yang dipakai untuk mendanai penyelenggaraan
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Pelaksanaan perda No 6 tahun 2015 tentang pajak restoran atau rumah
makan di kabupaten Luwu Timur menuai kontra di kalangan pemilik restoran
atau rumah makan yang berada di kabupaten Luwu Timur.

Kebanyakan pengusaha warung makan merasa keberatan sebab pajak
makan minum 10% dianggap memberatkan. Penerapan retribusi pajak 10% tidak
mengambil keuntungan (pemilik warung). Pajak 10% ini adalah retribusi yang
ditujukan kepada konsumen yang membeli di warung. Namun penerapan pajak




ini membuat banyak konsumen memprotes harga makanan dan minuman vang
naik. Pengusaha warung makan merasa takut akan kehilangan pelanggan karena

harga yang biasanya sudah diketahui pelanggan mendadak naik karcna adanya

\“P\KASS4 ‘?
I‘A

l..i"' \\ ',' l// rr
[ \\‘ ‘*”/'// .=

= e %

Karena perda No 6 Tahun 2015 Tentang Pajak Restoran atau Rumah
Makan baru diterapkan di Kabupaten Luwu Timur maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PERDA NO 6 TAHUN

2015 TENTANG PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR™

. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang penulis sampaikan dapat ditarik
rumusan masalahnya yaitu:




Bagaimana implementasi perda No 6 Tahun 2015 tentang pajak restoran
terhadap pengusaha rumah makan dan konsumen yang ada di dacrah kabupaten

Luwu Timur 7

C. TUJUAN PENELITIAN
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

I. Selsi Olivia, Implem
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anggaran 2013-

2015 yang hanya scbesar 3,16%. Salah satu sektor penunjang PAD Kota

Bandung adalah pajak hotel dan restoran. Namun menurut hasil

penelitian diketahui bahwa, cara pemungutan belum sesuai dengan apa
yang diharapkan dapat dilihat dari intensitas pendataan dan pendaftaran,
tata cara pembayaran dan penagihan, pembinaan dan pencrtiban serta
pelaksanaan pengawasannya. Selain itu, masih ada beberapa fakior yang

berpengaruh seperti :




a. Masih adanya wajib pajak yang belum terdaftar dan mempunyai
izin usaha karena belum dilaksanakannya pendataan dan

pengawasan yang intensif.
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Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Dacrah : Pajak Restoran di
Kabupaten Deli Serdang. Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Fakultas
Ilmu Sosial dan Timu Politik Universitas Sumatera Utara.Medan, 2015,
Hasil penclitian menunjukkan dari hasil analisis data didapatkan
beberapa kesimpulan yang penting dalam penclitian ini, bahwa Peraturan
Daerah Nomer 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran Kabupaten Deli

Serdang belum dilaksanakan dengan baik. Sosialisasi atau penyuluhan




oleh petugas kepada pemilik usaha restoran temyata belum dilaksanakan
dengan baik.Yang mengakibatkan banyaknya wajib pajak restoran yang

tidak membayar kewajiban pajak restoran. Schingga, pelaksanaan Pajak
A

dnlas

o

penclitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pelaksanaan
pajak restoran telah diusahakan sebaik-baiknya oleh DPPKAD walaupun
masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Berdasarkan
hasil penclitian terscbut, maka implementasi kebijakan akan berhasil
ketika

a. Adanya kejelasan standar scrta tujuan kebijakan,




b. Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
kebijakan,
¢. Komunikasi yang lancar, seimbang dan jelas antar organisasi serta

\\\ { "!r!/’/

Dimana penclitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian
penulis karena lokus lokus dalam penelitian ini yaitu Implementasi
Kebijakan Pelaksanaan Pajak Restoran Kota Tanjung Pinang (Studi pada
DPPKAD Kota Tanjung Pinang sedangkan lokus dalam penelitian
penulis yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015

Tentang Pajak Restoran Di Kabupaten Luwu Timur.
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B. Pengertian Kebijakan Publik
Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan
dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan dan cvaluasi terhadap
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memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan ditetapkan agar tugas
pelayanan yang diberikan lebih terarah serta mempunyai aturan dan tujuan
yang lebih jelas.

Nurrochmat (2006:2) berpendapat bahwa istilah kebijakan secara
etimologi dari bahasa inggris pada masa pertengahan yakni “policie”, yang
berasal dari kata Perancis kuno yaitu police dan police. Kebijakan ialah

prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan




i1

kebutuhan. Proses kebijakan mencakup identifikasi  informasi dan
kemungkinan menentukan pilihan atau altemnatif, penentuan dan penetapan

program-program, tindakan nyata pembelanjaan prioritas, dengan memilih

Menurut Harbani Pasolong (2008:38) kebijakan merupakan suatu
rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.
Kebijakan ialah suatu hasil uraian yang mendalam terhadap altemative yang
akan bermuara kepada keputusan alternatif werbaik.

Menurut Jemes Anderson kebijakan publik yakni arah tindakan yang
memiliki tujuan yang telah ditetapkan oleh scorang atau scjumlah aktor saat
memecahkan suatu perkara atau persoalan,
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Menurut Anderson dalam Arifin Tahir (2014:21), kebijakan adalah
suatu tindakan yang memiliki tujuan yang dilakukan sescorang atau

sejumlah aktor dalam mengatasi suatu persoalan. Selanjutnya Anderson,

s Q.
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menyangkut tugas pemerintah, yaitu pertahanan keamanan, energi,
keschatan, pendidikan kescjahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan
dan lain-lain.

Pada umumnya kebijakan terbagi menjadi empat bentuk, yaitu : (1)
Regulatory, yakni mengatur perilaku orang, (2) Redistributif, yakni
mendistribusikan  kembali  kekayaan yang dimiliki, atau memungut

kekayaan dari yang kaya dan menyerahkan kepada yang miskin, (3)
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Distributif yakni melaksanakan distribusi atau membuka akses yang sama
terhadap sumber daya tertentu, dan (4) Constituent, yaitu ditujukan untuk

melindungi negara.

Dalam menafsirk 0 sardhahli terkait kebijakan tersebut,

ntitas yang penting dari
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C.
Implementasi kebijakan dilihat dalam pengertian yang luas, adalah

tahap dari proses kebijakan scgera setelah penctapan undang-undang.
Implementasi dilihat sccara luas memiliki arti pelaksanaan undang—undang_
dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan cara bekerja secara sama-
sama untuk melaksanakan kebijakan dalam usaha untuk mencapai tujuan-

tujuan kebijakan atau program-program.
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Implementasi merupakan penerapan suatu kebijakan yang telah
dibuat olch badan atau perorangan yang telah diberi wewenang oleh negara,
Impiementasi adalah upaya dari pelaksanaan keputusan kebijakan terscbut.

EAN
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28

h

-

pernyataan maksud tujuan program dan hasil yang ingin dicapai oleh para
pejabat pemerintah,

Implementasi  meliputi tindakan-tindakan oleh berbagai faktor,
terkhusus para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program
berjalan,

Sementara itu, Grindle juga memberikan pandangannya tentang

implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi
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adalah membentuk suatu kaitan (/inkage) yang memudahkan tujuan-tujuan

kebijakan bisa dircalisasikan scbagai dampak dan suatu  kegiatan

keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan opcrasional untuk jangka
wakiu tertentu ataupun dalam rangka melanjutkan seluruh usaha-usaha untuk
memperoleh perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh
keputusan-keputusan kebijakan.

Setclah melakukan pembatasan mengenai apa yang dimaksud dengan
implementasi kebijakan langkah berikutnya yang dilakukan oleh Van Meter

dan Van Horn adalah memberi pembedaan antara apa yang dimaksud dengan
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implementasi kebijakan, pencapaian kebijakan dan apa vang secara umum
menunjuk kepada dampak kebijakan.
Model-model implementasi kebijakan :

1. Model Van Memrdmv
cagandaikan bahwa
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b. Sumber daya
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  bergantung  pada
kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
¢. Karkteristik dari agen pelaksana/implementor,
d. Sikap para pelaksana
e. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan
pelaksanaan.
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. Kondisi ckonomi, sosial, dan politik.
2. Model Grindle

Model Merilee S. Grindle dalam Riant Nugroho (2014:671)

ditentukan oleh isi kebija

Isi kebijakan yz /

pa— .
/-l' »‘p‘b hAM@
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cks implementasinya.

George Edward [l dalam Riant Nugroho (2014:673)

menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi
kebijakan menjadi efektif, yaitu communication, resource, disposition or
attitudes, dan bureaucratic structures.
D. Konsep Pajak
Pembangunan nasional yaitu aktivitas yang fcrjadi secara terus

menerus dan berkesinambungan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan




kesejahteraan rakyat dalam bentuk materialmaupunspiritual, demi dapat
mencapai  tujuan  tersebut diperlukan untuk memperhatikan masalah

pembiayaan pembangunan. Salah satu cara mewujudkan kemandirian bangsa
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kas necgara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal
yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum.
Mardiasmo (2011) mengatakan fungsi pajak yaitu :
I, Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak. atau fungsi fiskal
(fiscal function), yaifu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah
untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
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2. Fungsi Regulerend pajak scbagai alat untuk mengukur atau
melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan

ckonomi.

at _’,«" \\\ «",p 4//

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan
stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung
berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya
pajak disesuaikan dengan keadaan yang scbenamya. Bila
besarmya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut
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anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika
lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

3. Sistem Pemungutan Pajak

b. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang
memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
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c. Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri
besarmya pajak yang terutang.

d. With Holding System adalhis

/ istcm pemungutan pajak yang
r 1ea (b

an fiskus dan bukan
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merupak
/N
;

Siahaan (2010) mendefinisikan pajak dacrah merupakan iuran wajib

yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan
langsung yang scimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai




Mardiasmo (2011) menyatakan pajak daerah adalah kontribusi wajib
pajak kepada dacrah yang terutang olch orang pribadi atau badan yang
‘bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

c. Pajak Rokok

2. Pajak Dacrah Tingkat Il (Kabupaten/kota)
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c¢. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan
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™

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Parkir

5

Pajak Air Tanah

. Pajak Sarang Bi

indikator dalam model implementasi menurut Van Metter dan Van Homn itu adalah:
standar dan sasaran  kcbijakan, sumber daya, karakteristik organisasi
pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan
pelaksana, disposisi atau sikap para pelaksana, dan kondisi lingkungan sosial.
ekonomi dan politik.
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Berdasarkan uraian tersebut maka bagan kerangka pikir penelitian ini adalah

sebagai berikut:

h s

S \\\\“""'li/y
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Kerangka Pikir Pﬂm:iman
G. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian iniadalah ingin melihat bagaimana Implementasi
Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pajak Restoran di Kabupaten Luwu
Timur. Menggunakan model implementasi menurut Van Metter dan Van Horndalam 6
indikator yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik

organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan
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pelaksana, disposisi atau sikap para pelaksana, dan kondisi lingkungan sosial,

ckonomi dan politik.

H. Deskripsi Fokus Penelitian

Karakteristik organisasi pelaksana vaitu agen pelaksana di Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur harus bersifat
demokratis dan pesuasif dalam menjalankan kebijakan,

4, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
Kerangka penyampaian informasi kepada agen pelaksana di Badan
Pengelolaan  Kecuangan Dacrah Kabupaten Luwu Timur dituntut




memahami apa yang menjadi standar dan tujuan kebijakan pajak
restoran.

. Disposisi atau sikap para pelaksang

Disposisi atau sikap para pelakss

’
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METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

ang lebih 2 bulan.Pada

bahwa peneliti kualitatif mempelajari sesuatu dalam lingkungan alamiahnya,
berusaha untuk memahami, atau menafsirkan, fenomena menurut makna yang

dibawa orang-orang padanya. Penelitian kualitatif melibatkan studi penggunaan
dan kumpulan berbagai mctode empiris-studi kasus, pengalaman pribadi,
introspektif, kisah hidup, wawancara, pengamatan, scjarah, interaksi. dan teks
visual — yang menggambarkan kejadian dan masalah rutin dalam kehidupan
individu.Tipe penclitian ini adalah penelitian deskriptif.

27
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C. Sumber Data
Dalam setiap penelitian, pencliti diharuskan untuk menguasai teknik
pengumpulan data schingga data relevan dengan penclitian.Dalam hal ini,

peneliti menggunakan jenis data k i sumber data primer dan sumber

data sckunder. |
1. Data Primer P\S MUHA
D ‘P g
2 NS
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Tipn ‘-\ Y

terkait dengan pajak restoran.

D. Informan Penelitian
Untuk meneniukan sampel/informan yang akan dipakai dalam penelitian
kualitatif, pencliti menggunakan teknik non probability sampling dengan teknik
purposive sampling dimana teknik pengumpulan sampel sumber data dengan
penilaian tertentu. Penilaian tertentu itu, misalnya orang tersebut dirasa paling

mengerti tentang apa yang pencliti harapkan, atau barangkali dia selaku




penguasa schingga akan memudahkan peneliti mengkaji objck atau situasi sosial

yang akan ditehi.

Oleh karena itu informan dalam peneliti
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dengan informan untuk mencari dan mendapatkan informasi serta data
yang dibutuhkan.

Peneliti melakukan wawancara dengan informan yaitu Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Bidang Pendataan dan
penetapan PAD Secara, Kepala Sub Bidang Keberatan, Banding, dan
Pengkajian Daerah serta Pemilik Restoran dan Rumah Makan di

Kabupaten Luwu Timur. Wawancara terscbut dilakukan guna




mengetahui bagaimana implementasi Perda ini. Dari wawancara tersebut,
pencliti dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan Peraturan

Daerah Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pajak Restoran di Kabupaten
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Pengelolaan Kcuangan Dacrah Kabupaten Luwu Timur dengan
melakukan pengamatan sccara bebas, mencatat apa yang menarik,
melakukan analisis dan menarik kesimpulan.
. Studi kepustakaan

vyaitu teknik yang digunakan dalam rangka memperolch bahan-
bahan ataupun data-data yang bersumber dari perpustakaan. Studi
kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku
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literatur tentang penelitian dan dokumen-dokumen resmi yaitu Peraturan

Dacrah Nomor 06 Tahun 2015 tentang perubahab atas Peraturan Dacrah

Luwu Timur Nomor (6 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran.

F. Teknik Analisis Data

sebelum memaknainya. Langkah ini mengikutsertakan beberapa

langkah mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan
sclama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (atau
paragraf-paragraf).

4, Mencrapkan proses coding untuk menggambarkan seifing orang-

orang, kategori-katcgori, dan tema-tema yang akan dianalisis.




Penggambaran ini melibatkan upaya penyampaian informasi secara

menycluruh mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau kejadian-




BABIV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian
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rupiah pada tahun 2015. Pada Tahun 2016, PDRB harga berlaku Luwu Timur
sedikit mengalami penurunan menjach 19,06 triliun rupiah.

Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling timur di Provinsi
Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah
Utara. Sedangkan di scbelah Sclatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi

33




Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu, batas sebelah Barat merupakan

Kabupaten Luwu Utara.

Di Kabupaten Luwu Timur terdapat 14 sungai. Sungai terpanjang adalah

but melintas di Kecamatan
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2. Kondisi Geografis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur
terletak di Kota Malili secara geografis, Kabupaten Luwu timur memiliki
sebelas Kecamatan yaitu, Kecamatan Kalacna, Mangkutana, Burau, Tomoni
Timur, Tomoni, Wotu, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda. Kota

Malili merupakan tempat yang sangat strategis dimana Badan Pengelolaan
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Keuangan Dacrah yang terletak di tengah-tengah kabupaten. Secara topografis
wilayah ini merupakan kondisi wilayah yang berada di daerah bukit-bukit.
Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berada di JI. Sockamo Hatta
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berbasis sumber daya.
Misi :

Sedangkan misinya diterjemahkan dalam 8 (delapan) misi utama sebagai
berikut :
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a. Meningkatkan pertumbuhan ckonomi dacrah dan kescjahleraan sosial
masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas
keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya

b. Mendorong peningkatan investasi o~

/ \ W@ hwilayah untuk menjamin

Memanfaatkan ruang

G
4

Keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu
Timur tidak dapat dilepaskan dari diterbitkannya Peraturan Dacrah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016, tentang pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas-dinas Dacrah Kabupaten Luwu Timur.

Kedudukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai unsur

pelaksana pemerintah dacrah Kabupaten di Bidang Pengelolaan Keuangan
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Dacrah. Sclanjutnya tugas Badan ini adalah melaksanakan urusan otonomi

dacrah di bidang pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas

desentralisasi dan tugas pembantuan.
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1) Kepala Badan;
2) Sckretariat terdiri dari :
‘a) Sub Bagian Perencanaan;
b) Sub Bagian Keuangan; dan
¢) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

N\

n Pengelolaan Keuangan
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J) Bidang Pendataan dan Penctapan Pendapatan Asli  Daerah;
Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Asli Dacrah terdiri dari
a) Sub bidang Pendataan dan Pendaftaran Pendapatan Asli Daerah;

6) Bidang Akuntansi terdiri dan :
a) Sub bidang Pembukuan dan Neraca Daerah;
b) Sub bidang Verifikasi; dan
¢) Sub bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
7) Bidang Aset terdiri dar :

a) Sub bidang Penatausahaan Barang Milik Dacrah;
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b) Sub bidang Pemanfaatan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Barang
Milik Dacrah; dan
¢) Sub bidang Penghapusan Barang Milik Dacrah.
8) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
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5. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuvangan Daerah Kabupaten

Luwn Timur
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Gambar 2.
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Luwu Timur
Sumber : BPKD Luwu Timur




6. Sumber daya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Organisasi Pemerintah yang telah dibentuk dan  diikuti  dengan

£ o '\\\\‘\\m,//
bor -

A

o

2

3 2018 19.677.313.163 .38 219.186.610.715,00

4 2019 20.153.111.650,00 219.225.606.518,00

5 2020 21.664.595.023,75 220.064.602.321,00

6 2021 22,747.824.774.94 221.117.832.437.00
Jumlah 118.772.873.279,20 1.263.408.280,929,12

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur, 2020
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Selanjutnya dari sisi ketersediaan sumber daya manusia, maka sccara
kuantitatif jumlah personil yang menjalankan tugas dan fungsi Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2017 adalah

an mengenai pengisian struktur
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A atau kepala sub bagian/kepala sub bidang semuanya telah lengkap diisi
dengan personil. Untuk staf non struktural yang membantu tugas unsur pimpinan
berjumlah 32 orang pada masing-masing secretariat dan bidang yang terdiri dari
PNS dan Non PNS,
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Tabel 3.

Jumlah PNS dan Non PNS berdasarkan Jenis Kelamin yang mengisi Struktur
Organisasi BPKD Kab. Luwu Timur

Jenis kelamin

Asct

Laki-laki 6
Perempuan 3
Total 9

Bidang Penagihan PAD, Dana Transfer dan Lain-lain pendapatan dacrah 3

orang, Bidang Anggaran 3 orang, Bidang Akuntansi 8 orang dan Bidang Aset 3

orang. Schingga dapat diketahui komposisi Laki-laki berjumlah 28 orang dan
Perempuan berjumlah 27.




Tabel 4.

Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelumin pada Setiap Golongan Kepangkatan
vang mengisi Struktur Organisasi BPKD Kab. Luwu Timur

Jenis Kelamin
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Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Jabatan Jumlah 52 Sl D3 | SLTA | Ket
1 | Kepala Badan 1 1 - - -
2 | Sckretaris - -
3 | Kepala Bidang 5 2 3 - -
4 | Kasubag/kasi 18 2 16 - -
5 | Staf 32 - 14 6 11
Total 56 5 34 6 11

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur, 2020
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Dari segi sumber daya lainnya yaitu sarana dan prasarana pendukung

kegiatan administrasi perkantoran yang dimiliki BPKD Kabupaten Luwu Timur
dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

2
23
3
1
2
21
34
i
18
27 Kipas Angin 3 Buah
28 Kompor Gas 1 Buah
29 Tabung Gas 1 Buah
30 Dispenser 1 Buah
31 Televisi 2 Buah
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32 Compact Disc 1 Buah

33 Wireless (TOA) 1 Buah

34 Kamera 2 Buah

35 PC. UnitKomputer PC 19 Unit

36 Laptop 36 Unit
' - 3 [

Kebijakan publik adalah scrangkaian aktivitas dalam menyiapkan,

menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan. Efcktivitas suatu
kebijakan publik ditentukan olch proses kebijakan yang mengaitkan tahapan-
tahapan meliputi formulasi, implementasi serta evaluasi.

Implementasi kebijakan publik yaitu proses kegiatan administratif yang
dilaksanakan sctelah penetapan kebijakan dan disetujui, Implementasi kebijakan

yaitu tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau
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program wajib diimplementasikan agar memiliki dampak dan tujuan yang
diinginkan.

Dalam penelitian ini  peneliti menggunakan indikator dalam model

implementasi menurut Van Metter dan Man Homs Adapun fokus penclitian ini yaity

standar dan sasaran kebijak: i ienstik organisasi pelaksana,

komunikasi antar organiss ail ke giatan-k na. disposisi atau

sikap para pelaksans
1. dar ¢
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Pcnempnn Peraturan Dacrah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pajak
Restoran ini merujuk dari Undang-Undang no 28 tahun 2000 tentang
pembayaran pajak dan retribusi dacrah yang didalamnya fterkait
Peraturan Dacrah Restoran, Peraturan Daerah Hotel, dil. Ketika kita mau
mencrapkan pajak otomatis kita harus memiliki payungnya dulu dalam
artian aturan ini.” (hasil wawancara Ramadhan Pirade 11 september
2020)

Berdasarkan hasil wawancara pada pelaksanaan pemungutan pajak
restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat bahwa dasar

atau aturan pemungutan sudah jelas merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 6



Tahun 2015 Tentang Pajak Restoran dan pemungutan harus dijalankan

sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Dacrah tersebut.

. 2 - s dipa ang membayar
pajak kan bukan pemilik tapi konsumen yang masuk makan. Pemilik
warung itu memiliki kewajiban pemungutan pajak dari konsumen, jadi
bukan pemilik restoran yang membayar, tidak. Setiap masuk ki Rp
10.000 harga yang ta otomatis kita tambahkan menjadi Rp 11.000 jadi
pemilik restoran itu yang mengakumulasi nanti berapa konsumen, berapa
pemasukan keluarkan 10% itulah kewajibannya “ (hasil wawancara
Muhammad Said 11 september 2020) '

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa jumlah besarnya

pajak yang dipungut pemerintah terhadap wajib pajak adalah sebesar 10%.

Wajib pajak adalah pengusaha rumah makan yang memiliki pendapatan Rp
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3.000.000/bulan keatas, Namun perlu diketahui bahwa yang membayar pajak
bukanlah pemilik rumah makan melainkan para konsumen yang datang makan

di salah satu rumah makan yang termasuk wajib pajak dalam artian pemilik

rumah makan hanyalah perpanjangs .,A. ntuh untuk memungut pajak

dari konsumen. Dengan ra makanan yang

pemungutan pa dagn ‘ gunakan sistem

< yang akan

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator
Standar dan  Sasaran  kebijakan  dapat  dipahami bahwa  standar
pengimplementasian pemungutan Pajak Restoran adalah adanya kelembagaan
dan struktur organisasi yang jelas. Dimana lembaga vang menjalankan
pelaksanaan Pajak Restoran di Kabupaten Luwu Timur ini adalah Badan

Pengelolaan Keuangan Dacrah berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi,




Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dacrah Luwu Timur. Sasaran

dari Peraturan Dacrah tentang penerimaan Pajak Restoran ini adalah wajib pajak

yang memiliki jumlah pendapatan diatas Rp 3.000.000/bulan. Faktanya standar
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“Jadi kami di ruangan ini di pendapatan itu ada 2 bidang satu bidang
pendataan dan penctapan. Dia menetapkan warung-warung mana saja
yang harus membayar pajak berdasarkan prosedur. Kemudian bidang
penagihan, dil pendapatan daerah yang sah ketika ketika pemilik warung
tidak memenuhi prosedur itu maka tim penagihan turun melakukan
penagihan ke semua yang menunggak-menunggak membayar pajak tapi
normatifnya itu adalah pemungutan “ (hasil wawancara Muhammad
Said, 11 september 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa sumber daya

manusia yang dimiliki olch Badan Pengelolaan Kcuangan Dacrah di




ruanganpendapatan dan bekerja dalam mengimplementasikan pajak restoran

terbagi menjadi 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pendataan dan penetapan. Dimana

bidang ini bertugas menetapkan g-warung mana saja yang harus

membayar pajak berdasarkan p

o
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yang digunakan untuk menunjang pekerjaan para pelaksana sudah memadai.

Namun temnyata dalam pelaksanaan pemungutan pajak di restoran ada
sarana atau fasilitas kKhusus vang digunakan untuk menghitung pajak. Hal
tersebut diungkap oleh informan :

“Salah satunya MPOS, itu kan kerjasama dengan Bank Sulsclbar jadi

Bank Sulsclbar menyiapkan alat, pemerintah dacrah tinggal memasang

alat itu dan mengawasinya “ ( hasil wawancara Chaeruddin Arfah M, 13
september 2020 ).
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut perlu kita ketahui bahwa ada
sarana khusus yang digunakan pemerintah dacrah dalam menjalankan
pemungutan pajak restoran berupa alat MPOS atau Point Of Sale mengarah pada

s transaksi penjualan di

Y/
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“MPOS itu nantikan ditcrapkan di 2019 per bulan Juli sampai sckarang.
Cuman untuk di Luwu Timur di launching pertamanya it 10 MPOS
nanti dilaunching kedua itu kan bertahap jadi MPOS itu ada yang
menggunakan pengguna pajak restoran, ada MPOS pengguna pajak
hotel. Jadi untuk di Luwu Timur sckarang ini penggunaan MPOS itu
untuk pajak restoran ada 36 jadi total 46 MPOS, tag 10 nya itu di hotel *
( hasil wawancara Muhammad Said, 13 september )

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa alat MPOS baru
diterapkan mulai bulan Juli di tahun 2019 dan diterapkan sampai sckarang. Di

launching kan sccara bertahap scbanyak 2 kali. Launching pertamanya itu 10




53

MPOS namun launching pertama ini diarahkan kepada wajib pajak hotel dan
Launching kedua scbanyak 36 MPOS diarahkan kepada wajib pajak restoran.

Jadi total alat MPOS 46, untuk penggunaan di pajak restoran ada 36 dan untuk

.......
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pelaksana dipengarl r cocok dengan para agen
pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan kontcks kebijakan yang akan

r.m b

formal

1 disiplin

dilaksanakan. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan

persuasif,

Agen pelaksana organisasi formal berpusat pada Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagai pelaksana langsung dari pemungutan pajak restoran di
Luwu Timur. Scbagaimana yang dituturkan informan :
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“Jadi di pemda itu ada dua OPD. Ada OPD pengelola retribusi ada OPD
pengelola pajak. Jadi khusus OPD pengelola pajak itu berada dibawah
naungan BPKD khususnya di bidang pcndapm Untuk pajak itu murni
dibawah kendalinya BPKD dalam hal ini bidang pendapatan™ (hasil
wawancara Muhammad Said, 11 N

melaksanakan implementasi pajak restoran dengan baik, dengan merujuk ke
standar, tujuan, dan sasaran kebijakan yang ingin dicapai. Sedangkan persuasif
disini maksudnya adalah bahwa para agen pelaksana harus dapat mengajak
masyarakat dan wajib pajak agar tetap melakukan pembayaran pajak dengan

tertib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tentang ciri persuasif

agen pelaksana pajak restoran yaitu :
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“Terkait dengan banyaknya wajib pajak yang kadang-kadang kurang
kooperatif kan ada tahapan di kami ada namanya pendekatan sccara
persuasif. Pendekatan secara persuasif itu ya ketika dia tidak membayar
kami kunjungi masalahnya apa, kenapa tidak membayar pajak seperti itu.
Prcndekatan persuas:f itu yang lebjh kami kedepankan, karena ketentuan

akidsb tapi jelas alasannya, masui: akal itu

pcﬁ'm!ihan. dsb. Tapi ; \, kan persuratan resmi ke
intah sctempafl dala KAD, Setelah kami  telaah

//f"q““\\ m
L

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator
karaktcristik organisasi pelaksana dapat kita pahami bahwa agen pelaksana
organisasi formal berpusat pada Badan Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagai
pelaksana langsung dari pemungutan pajak restoran di Luwu Timur. Suatu
organisasi pelaksana harus  bersifat demokratis dan  permisif dalam
melaksanakan kebijakan. Dapat dilihat bahwa agen pelaksana memiliki sifat

demokratis dengan melaksanakan kebijakan secsuai standar dan sasaran
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kebijakan dan Juga memiliki ciri persuasif dengan berusaha dalam mengawal

para wajib pajak agar tetap melakukan pembayaran pajak dengan tertib.

4. Komunikasi antar organisasi
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dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari penyataan informan yang menyatakan
bahwa komunikasi antara atasan dan bawahan saling menjaga komunikasi
dengan kerap mengadakan briefing yaitu rapat monitoring dan evaluasi sctiap
tiga (3) bulan sckali. Dimana di dalam rapat monitoring dan evaluasi ini seluruh
pegawai dipersilahkan untuk mengangkat seluruh permasalahan-permasalahan
vang ditemui dilapangan. Setclah semua permasalahan muncul kemudiaan
ditelaah dan dikaji satu per satu dan diberikan penjelasan kepada para pegawai

oleh bagian sub bidang keberatan, banding dan pengkajian pendapatan dacrah.




Selain koordinasi yang baik salah satu cara komunikasi kebijakan yang
dapat dilakukan yakni melalui sosialisasi pajak restoran. Sosialisasi merupakan

salah satu cara atau alat yang d digunakan untuk menggugah dan

memberikan pengetahuan  kepada
perpajakan, prosedur, sertasvaki L restoran. Adanya sosialisasi
perlu dilakukan
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pajak restoran terscbar setelah dilakukan sosialisasi sccara langsung, Hal

tersebut juga diungkapkan informan :

“Kami melakukan sosialisasi, sosialisasi itu kami lakukan dengan
mengumpulkan semua wajib pajak di Luwu Timur, seperti contoh
kemarin kami melakukan di gedung simpurusiang.™ (hasil wawancara
Chaeruddin Arfah M, 13 september 2020).

Selanjutkan diungkapkan oleh informan yang sama :

“Jika dari hasil evaluasi kami terjadi masalah-masalah di lapangan kami
turun mensosialisasikan secara langsung walaupun kendati sudah pernah
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disostalisasikan untuk lebih memanfaatkan ini komunikasi antara wajib
pajak dengan petugas yang turun.” (hasil wawancara Muhammad Said,
13 september 2020)

Dari  hasil wawancara dia apal  diketahui  bahwa  sebelum

pajak Badan Pengelolaan

Tl L

kebijakan yang dapat dilakukan yakni melalui sosialisasi, dimana sosialisasi
sudah dilaksanakan dengan baik. Dimana sosialisasi dilakukan sccara langsung
dan rutin tiap tahun atau tiap ada wajib pajak baru.

. Disposisi atau sikap para pelaksana
Disposisi merupakan sebuah sikap penerimaan dari agen pelaksana yang

mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya implementasi kebijakan, karena

kebijakan yang dilakukan adalah sebuah formulasi dari pemerintah yang




59

ditcrapkan yang kemudian bukan sangat mungkin para pengambil keputusan itu
tidak mengetahui kebutuhan atau permasalahan vang terjadi dilapangan,

Dalam dimensi penilaian mengenai disposisi para pelaksana, terdapat

mengungkapkan bahwa agen pelaksana rutin melakukan bricfing, rapat
monitoring dan cvaluasi untuk lebith meningkatkan pemahaman tentang
bagaimana scbenarnya tupoksi-tupoksi agen pelaksana menurut regulasi vang
telah ditentukan atau ditetapkan,

Sementara mengenai respon (dukungan/Penerimaan) pelaksana, peneliti
dapat  menganalisis  bahwa  semua  agen  pelaksana  menerima

menjalankankebijakan dengan mengikuti aturan yang ada. Terlihat dari cara
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agen pelaksana menyikapi masalah dilapangan. Scbagaimana yang
diungkapkaninforman :

“Terkait dengan banyaknya Wﬂjlb pajak vang kadang-kadang kurang
kooperatif dalam mtmbaym- pajdks, Kami melakukan pendekatan secara
ctika ada yang tidak bayar pajak

ala yaapmkenapak:tat:dak

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti ketahui bahwa respon

dari semua agen pelaksana kebijakan menerima dengan baik dalam
melaksanakan kebijakan pajak restoran,

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator
disposisi atau sikap para pelaksana yaitu perlu kita ketahui bahwa agen
pelaksana sudah memahami dengan baik tentang kebijakan yang akan
dilaksanakan dan merespon baik dalam melaksanakan kebijakan. Respon




penerimaan dapat dilihat dari bagaimana agen pelaksana memberikan motivasi

kepada wajib pajak yang malas-malas membayar pajak. Motivasi ini dalam

al terakhir yang harus
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tidak kondusif dapat menjadi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.
Sasaran dari kebijakan pajak restoran adalah wajib pajak yang memiliki
pendapatan diatas Rp. 3.000.000/bulan. Berkenaan dengan itu perlu diselidiki
bagaimana kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Luwu Timur tentang wajib
pajak yang menjadi sasaran kebijakan, Menurut informan mengungkapkan ;
“Pro kontra pastinya ada yang pasti setuju, pasti ada juga yang tidak. Jadi
dia tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi wajib pungut khususnya restoran

atau rumah makan itu hampir 90% kami turun melakukan penagihan
artinya apa berarti dari sisi kooperatif, kurang kooperatif dalam
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membayar pajak kalau dari sisi rumah makan biasa beda dengan katering
itu dia lebih professional.”™ (hasil wawancara Muhammad Said, 11
september 2020),

Hal serupa juga diungkapkan oleh informan lain:

“Kalau di warung-warp 98 ; ast perda khususnya warung biasa
itu belum berjalan artian bahwa kalau 10%
Jjelas mi dasar // r‘z U‘ kooperatif atau ridak
itu  masih ng -kurgng | Kosads
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kesepakatanmenentukan 10% dari pembeli. Kalau seperti itu berarti
mematikan usaha kami kan. Ya yang penting kita ada pemasukan
kedinaslah begitu.” (hasil wawancara Bambang Irawan 14 September
2020).

Hal serupa juga diungkapkan oleh informan lain -

“Dari sana juga tidak ada bilang harus sckian. Biasa 300 ribu ji saya
bayar ke petugas yang datang. Tapi saya yang bayar bukan pelanggan.
Kan biasa orang datang makan pilih yang termurah saja masa mau
ditambah lagi pajak. Biasa saya langsung bavar 2 bulan atau 2 bulan baru
datang petugas menagih.Kita kan kalau dikampung-kampung begini naik
seribu rupiah saja berat sekali apalagi ditambahkan 10%. " (hasil
wawancara Sahar, 14 September 2020),
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa wajib pajak
khususnya rumah makan lebih sulit dalam artian kurang kooperatif dalam

membayar pajaknya, Padahal dasa Al an 10% pajak restoran sudah jelas,

banyak kalehng—katenng yang kamh makan karyawannya nah itu lebih
agak professional.” (hasil wawancara Chaeruddin Arfah M, 13 scptember
2020)

Hal demikian juga diungkapkan olch informan :

“kalau katering contoh PT Vale itu kadang mercka meminta invoice 1M
otomatis dia bayar pajaknya 100 juta supaya cocok kalau catering kelas
besar. Catering kadang hanya satu kali setahun membayar pajak karena
berdasarkan jobnya. Contoh yang banyak, katering dari kontraktor
Malili, Soroako atau Wasuponda kebanyakan mereka itu penagihan
kadang 120 juta tapi satu kali ji. Jadi dia hanya mendapatkan job suplay
makan minum kadang-kadang satu kali satu tahun, dan itu kan dia




berdasarkan SclfAssessment dia sendiri yang menghitung.” (hasil
wawancara Chaeruddin Arfah M, 13 september 2020).

Berdasarkan pernyataan informan diatas dapat kita lihat bahwa jasa

boga/catering Icbih kooperatif dan profésienal dalam membayar pajak. Berbeda

menggunakan alat MPOS.
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chijakan paja : o setuju dan ada juga yang
tidak. Dapat kita lihat dari sisi kooperatif wajib pajak dalam membayarkan
pajaknya. Wajib pajak khususnya rumah makan lebih sulit dalam artian kurang
kooperatif dalam membayar pajaknya. Berbeda dengan jasa boga/catering,
dimana catering di anggap lebih kooperatif dan profesional dalam membayar

pajak.
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2. Pembahasan
Berikut penulis akan membahas mengenai Implementasi Peraturan

Dacrah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang, Pajak Restoran Di Kabupaten Luwu

didapatkan dari hasil wawancara

P S

vang bersifat realistis dengan sosio-kultur.

Salah satu unsur penting dalam standar pengimplementasian pemungutan
pajak restoran adalah adanya kelembagaan dan struktur organisasi vang jelas,
Keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai unsur
pelaksana pemerintah dacrah Kabupaten di Bidang Pengelolaan Keuangan
Dacrah berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi Badan
Pengelolaan Keuangan Dacrah Luwu Timur.




66

Pada pelaksanaan pemungutan pajak restoran oleh Badan Pengelolaan
Keuangan Dacrah dapat dilihat bahwa dasar atau aturan pemungutan sudah jelas

merujuk pada Peraturan Dacrah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pajak Restoran
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Sasaran kebijakan wajib pajak rumah makan dinilai tepal sasaran
bertumpu pada bukti  empins banyaknya jumlah pengusaha yang
mengembangkan usaha rumah makan. Seiring bertambahnya Jumlah rumah
makan di Luwu Timur, maka pemerintah daerah mencermati fenomena tersebut
itu sebagai schbuah potensi besar perluasan basis pajak dalam rangka menambah
pendapatan asli dacrah untuk membantu pembangunan dacrah. Jumlah wajib
pajak restoran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel 7.
Jumlah Wajib Pajak Restoran Di Kab. Luwu Timur

No Tahun Jumlah Wajib Pajak Restoran

Realisasi Paja
No Tahun

I 2017 283 , , ]
2 2018 1.124.507.300,00 | 1.880.212.120,50 167,20 %
3 2019 1.624.507.300,00 | 2.705.982.423,50 166,57 %
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur, 2020

Untuk mengukur kincrja implementasi kebijakan tentunya menegaskan
standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai olch para pelaksana kebijakan,
kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian
standar dan sasaran tersebut, Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan
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terukur, karena ketidakjelasan standar dan sasaran kebijakan akan berpotensi
untuk menimbulkan multi interpretasi yang akhimya akan berimplikasi pada

sulitnya implementasi kebijakan.

Sumber Daya
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adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dacrah dan
mendapat pendelegasian kewenangan dari Bupati sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan
Dacrah di ruangan pendapatan dan bekerja dalam mengimplementasikan pajak
restoran terbagi menjadi 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pendataan dan penctapan,

Dimana bidang ini bertugas menectapkan warung-warung mana saja yang harus
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membayar pajak berdasarkan prosedur. Dan Bidang Penagihan, dll Pendapatan
Dacrah yang Sah. Dimana bidang ini bertugas turun melakukan penagihan ke

semua wajib pajak restoran yang menunggak membayar pajak.

non manusia berupa sarana dan prasarana di kantor sudah dirasakan mencukupi
bagi agen pelaksana implementasi kebijakan pajak restoran. Fasilitas yang
disediakan semacam peralatan komputer, wifi, kendaraan, buku-buku perda dan
peralatan lainnya yang digunakan untuk menunjang pekerjaan para pelaksana
sudah memadai.

Namun termyata dalam pelaksanaan pemungutan pajak di restoran ada

sarana atau fasilitas khusus yang digunakan untuk menghitung pajak. Sarana
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khusus yang digunakan pemcrintah dacrah dalam menjalankan pemungutan
pajak restoran berupa alat MPOS atau Point Of Sale mengarah pada penjualan

serfa sistem online yang membantu proses transaksi penjualan di dalam warung.

Karakteristik O

Agen pelaksana kebijakan yang terlibat meliputi organisasi formal
maupun organisasi informal. Pelaksana kebijakan dituntut agar ketat dan disiplin
pada beberapa kebijakan Kinerja implementasi kebijakan dari organisasi
pelaksana dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen
pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan
dilaksanakan. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan

persuasif.
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Agen pelaksana organisasi formal berpusat pada Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagai pelaksana langsung dari pemungutan pajak restoran di
Luwu Timurdi Pemerintah Dacrah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

pelaksananya. OPD pengele
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implementasi kebijaka

melaksanakan implementasi pajak restoran dengan baik, dengan merujuk ke
standar, tujuan, dan sasaran kebijakan yang ingin dicapai. Sedangkan persuasif
disini maksudnya adalah bahwa para agen pelaksana harus dapat mengajak
masyarakat dan wajib pajak agar tetap melakukan pembayaran pajak dengan
tertib.agen pelaksana pajak restoran memiliki ciri persuasif. Agen pelaksana
sudah berusaha mclakukan ciri persuasif kepada masyarakat dalam mengawal

para wajib pajak agar tetap melakukan pembayaran pajak dengan tertib.
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Pelaksana melakukan pendekatan persuasif terkait ketika banyaknya wajib pajak

yang kadang-kadang kurang kooperatif dalam membayar pajak. Dalam hal ini

pelaksana mencari tahu apa alasan wajih pajak tidak membayarkan pajaknya,

dengan mengunjungi rumah-rumah

atau kendala yang dihadapi \

oo

nudian menanyakan apa masalah

Tall '

bunga, denda, dan kenmlcan pa;ak yang harutang menurit
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal
sanksi terscbut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau
bukan karena kesalahannya.

Mengurang kan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.

Mengurang kan atau membatalkan STPD.

Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan, dan

Mengurangkan  ketetapan  pajak  terutang  berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi
tertentu objek pajak.
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa jelas dasar dari

aturan ini, agar dapat dilakukannya pengurangan, pembatalan. dsb yang
terpenting adalah melakukan persuratan resmi ke pemerintah sctempat dalam

artian BPKD setelah itu pelaksanadakan menclaah kelapangan melakukan
pemeriksaau dan jika meme

Jalinan htibungan K
terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi, karcna komunikasi yang
baik akan terjalin scbuah koordinasi yvang baik pula. Di dalam implementasi
pajak kebijakan pajak restoran ini komunikasi antara pegawai dan petugas
terjalin dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari penyataan informan yang
menyatakan bahwa komunikasi antara atasan dan bawahan saling menjaga

komunikasi dengan kerap mengadakan briefing yaitu rapat monitoring dan

evaluasi setiap tiga (3) bulan sckali. Dimana di dalam rapat monitoring dan
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evaluasi imi scluruh pegawai dipersilahkan untuk mengangkat  scluruh

permasalahan-permasalahan  yang  ditemui  dilapangan.  Setelah  semua

permasalahan muncul kemudiaan ditelaah dan dikaji satu per satu dan diberikan

salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan
memberikan pengetahuan kepada wajib pajak tentang peraturan, tata cara
perpajakan, prosedur, serta waktu pembayaran pajak restoran. Adanya sosialisasi
perlu dilakukan untuk menggugah kepatuhan dan kesadaran para wajib pajak
untuk patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak. Demi terciptanya
pembangunan dacrah yang merata dan berkesinambungan.
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Sosialisasi pajak restoran dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan

Dacrah khususnya oleh Bidang Penagihan PAD, Dana Transfer dan Lain-lain

Pendapatan Daerah.Penyampaian informasi tentang pajak dacrah khususnya

kegagalan implementasi kebijakan publik (Agustinus 2006).

Disposisi merupakan scbuah sikap penerimaan dari agen pelaksana yang
mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya implementasi kebijakan, karena
kebijakan yang dilakukan bukanlah hasil formulasi warga atau wajib pajak yang
mengenal tentang persoalan dan permasalahan yang mercka rasakan. Akan tetapi
sebuah kebijakan itu adalah scbuah formulasi dari pemerintah yang ditcrapkan
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yang kemudian bukan sangat mungkin para pengambil keputusan itu tidak
mengetahui kebutuhan atau permasalahan yang terjadi dilapangan.

Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab

sebagai pelaksana kebijakan harus di \- sikap disiplin. Hal tersebut

dilakukan karcna dapat mae ‘- mplementasi kebijakan,

\“P\KAb 4
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restoran peneliti dapat menganalisis bahwa agen pelaksana sudah baik. agen

pelaksana rutin melakukan briefing, rapat monitoring dan evaluasi untuk lebih
meningkatkan pemahaman tentang bagaimana sebenarnya tupoksi-tupoksi agen
pelaksana menurut regulasi yang telah ditentukan atau ditetapkan,

Sementara mengenai respon (dukungan/Penerimaan) pelaksana, peneliti
dapat menganalisis bahwa semua agen pelaksana menerima  menjalankan

kebijakan dengan mengikuti aturan yang ada. Terlihat dari cara agen pelaksana




menvikapi masalah dilapangan. Respon pencrimaan dari agen pclaksana juga
dapat dilihat dari bagaimana agen pelaksana dalam memberikan motivasi kepada

wajib pajak yang yang malas-malas membayar pajak.
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tidak kondusif dapat menjadi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.
Upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi  lingkungan
eksternal yang kondusif, diantaranya lingkungan ckonomi. sosial dan politik.
Ketiga lingkungan tersebut haruslah mendukung sebuah kebijakan yang akan
dikeluarkan.
Sasaran dari kebijakan pajak restoran adalah wajib pajak yang memiliki

pendapatan diatas Rp. 3.000.000/bulan. Berkenaan dengan itu perlu disclidiki




bagaimana kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Luwu Timur tentang wajib

pajak yang menjadi sasaran kebijakan. Pajak Restoran adalah pajak atas

pelayanan yang disediakan oleh restoran., Sedangkan yang dimaksud Restoran

menghitung sendiri besaran pajaknya dan melakukan pembayaran ke bendahara
penerima atau mentransfer ke rekening dacrah. Dimana sistem yang berlaku di
Luwu Timur saat ini dalam membayar pajak restoran adalah TNT (transaksi non
tunai) jadi petugas pajak tidak boleh menerima pajak secara tunai jadi wajib
pajak harus langsung melakukan transfer ke kas dacrah.

Berbeda dengan jasa boga/catering, dimana catering di anggap lebih

kooperatif dan profesional dalam membayar pajak. Berbeda lagi dengan restoran




rumah makan yang sudah menggunakan alat MPOS.rumah makan yang sudah
terpasang alat MPOS didalamnya pajak yang yang harus dibayar sudah otomatis
terckam di alat transaksi ini.




. Karakteristik organisasi pelaksana, agen pelaksana memiliki karaktersifat

demokratis dan juga ciri persuasifyang mendukung jalannya pelaksanaan
kebijakan.

. Komunikasi antar organisasi, komunikasi antara pegawai dan petugas
terjalin dengan baik. Karena pelaksana memahami standar dan kebijakan,

. Disposisi atau sikap para pelaksana, sikap dukungan dan respon penerimaan
kebijakaan oleh agen pelaksana baik dalam melaksanakan kebijakan.

80
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6. Kondisi lingkungan sosial, ckonomi dan politik, lingkungan cksternal
organisasi kurang mendukung pelaksaaan kebijakan pajak restoran. Dimana
masih ada wajib pajak kurang &

Schingga menghambat implemer
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3. Bagi penulis yang lebih lanjut, agar melakukan penelitian ini agar

kedepannya menjadi lebih baik lagi.
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DATA SUBJEX DAN OBJEK PAJAK RESTORAN TAHUN 2020
KABUPATEN LUWU TIMUR
WAIIB PAIAK BARU
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Nomaor - 0970/05/C 4-11/1X/42/2020 Makassar, (2 September 2020

Lamp, - _
Hal Permohonan lzin Penelitian
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

S PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

ST1HS.0VPTSP/2020 KepadaYth.
Bupat Luwu Timur

C 4-1/15/42/20 20 tanggnl 02 Septembser

MNep 19710501 199803 1 004
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il

Lol T B g 5]

4 Bougomalle No S Telp. (0411 441077 Fax (0411 448235
Websne . bp Suimipn sulselproy, ookl Ermad @ plag @ sulselproy. go il
Makazsar 20231

Nomor - 5T1205 0VPTSP/2020
Holaman 2 (3)

Lampiran Surat zin Penelitian

C KepadaYth:




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU Ti !
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERP;: SATU PINTU
Jin. Soekarno-Hatta HP. 08 12345 777 56
email : kppt@iuwutimurkab.go.id | website : dpmptsp.luwutimurkab.go.id

MALILI, 92981

Maiili, 10 September 2020

mor . :155/DPMPTSP/IX/2020 ' Kepada

tnplr:n - Yth Kepala Dinas BPKD
rihal : Izin Penelition Di -

| Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tenggal 10 September 2020 Nomor
/KesbangPol/IX/2020,tentang izin Penelitian.

- ool

Dengan ini disampaikan bahw: yang mmm di bawah inl :

oy ————

a
mat ' Dusurn Sido Mekmur Desa anmuju Hrﬂhr‘ﬁuc Mangkutana
#pa‘r / Tel Lahir : Ujung Pandang / 28 Juni 1998
erjaan \ . Mahasiswa
or Telepon . -~ : 0B2291578B960
Ewr IndukMahasiswa  : 105611113616
ram Studi t limu Administrasi Negara
’ mmm mmmmmnssu

_E

%

aksud rmlah.rtan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/Ibu sebagai w penyusunan Skripsi dengan

'IMFI.EIHEHI‘AEI PERATURAN ﬂl!lﬂ'l NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PAIAK RESTORAN DI
KABUPATEN LUWU TIMUR"

Mulai : 10 September 2020 s.d. 10 November 2020

SEhdnmgan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan
but dengin ketentuan :

..-

ebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada 'il'lng bersangkutan harus melapor kepada

Lum setempat.
elitian tidak menyimpang dari izin vang diberikan.

Aenaati Ua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaky, serta mengindahkan adat istiadat
Jaerah s pat.

Aenyerahkan™]1 {satu) examplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
etelah kﬂiﬂarﬁqyamnahn kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaméh Modal dan PTSP
;ahupaten Luwu Tirmwr,

wrat izin akan dicabut I:emha!l dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak
r-lenaatl ketentuan tersebut di atas, :

Demikian disampaikan untuk diketzhui.




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Alamat ; JI. Soekarno-Hatta Puncak Indah Malili No.  Telp (0474) 321435
MALILI

NT : ELI
Nomor : 970/ 329 /BPKD

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
menerangkan bahwa :

- Nama : DEWI ANJANI
Nomor Induk Mahasiswa + 1056111136 16

| Tempat/Tangeailiants : Ujung Pandang, 28 Juni 1998
Program Studi : [Imu Administrasi Negara

| Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat : Dusun Sido Makmur Desa Wonorejo Timur,

| Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur

Adalah Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar vang benar-benar telah
| melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tanggal 10 September
- 2020 sampai dengan 10 November Z020 dengan judul penelitian “IMPLEMENTASI

PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK RESTORAN DI

KABUPATEN LUWU TIMUR",

Demikian surat pernyataan fui dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NIP.]??HUHM £00212 1 006




RIWAYAT HIDUP
Dewi Anjani, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 28 Juni 1998,

Penulis adalah anak ke-3 dari lima bersaudara, merupakan buah hati
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